BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR {% TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[y

BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan
amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Pekon, maka perlu disusun Pedoman
Penyusunannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pekon Tahun Anggaran 2018,

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung Barat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
3452); '

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717});
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10.

11.

12.

13.

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

‘Peraturan Menteri Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081};

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomorl971});

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2017);
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Pekon,;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN
ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalali Pemerintah Kabupaten Lampung
Baraf.

. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

r 4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memﬂik;

batas-batas wilayah vang berwenang untuk kepentingan
masyarakat  setempat, Dberdasarkan  asal-usul dan

adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggarasn wurusan

pemmerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga himpun
pemekonan dalam mengatur dan mengurus Kkepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon
sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Pekon.

. Peratin adalah kepala pekon dalam Kabupaten Lampung

Barat.

. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat

LHP adalah Lembaga yvang melaksanakan fungsi
Pemerintashan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Pekon berdasrakan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban pekon
vang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban pekon.

Aset Pekon adalah barang milik pekon vang berasal dari
kekayaan asli pekon, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak
lainnya yang sah.

Tim Pengelola Xegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah Tim yvang ditetapkan oleh Peratin dengan Keputusan
Peratin, terdiri dari unsur Pemerintahan Pekon dan unsur
lLembaga Himpun Pemekonan untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya
disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah pekon dan LHP, serta ditetapkan dalam Peraturan
Pekon,

Pedoman penyusunan APBPekon adalah pokok-pokok
kebijakan vang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh
pemerintahan pekon dalam penyusunan dan penetapan
APBPekon.

Peraturan Pekon adalah Peraturan yang meliputi Peraturan
Pekon Peraturan bersama Peratin dan Peraturan Peratin.
Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati
bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP}

Evaluasi adalah kajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.
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18. Klarifikasi adalah kajian dan penilaian terhadap Peraturan di
Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan
umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi.

19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan
yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga
masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik,
terganggunya  ketentraman dan  ketertiban  umum,
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap
suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan
gender.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun
Anggaran 2018, meliputi:

a. pedoman umum;
b. petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis;
c. pendapatan pekon.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN
APBPEKON

Pasal 3

(1} Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.

{2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, dikelola dalam masa 1 {satuj tahun anggaran yakni

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

Pasal 4

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada

prinsip sebagai berikut:

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintabhan
Pekon berdasarkan urusan dan kewenangannya;

b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
APBPekon;

d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

yang lebih tinggi dan peraturan Pekon lainnya;
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g. semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang
dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBPekon;

h. seluruh pendapatan dan belgja dianggarkan secara bruto;
R i. jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat
£ dicapai  serta  berdasarkan  ketentuan  perundang-

undangan;dan

j. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan
harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya,

serta disesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terdiri atas:
a. pendapatan pekon;
b. belanja pekon; dan
¢. pembiayaan pekon.

{1) Pendapatan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(2] Belanja pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis.

{3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢
diklasifikgsikan menurut kelompok dan jenis.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
Pasal 6
< (1) APBPekon ditetapkan atas persetujuan bersama oleh

pemerintah pekon dan LHP melalui Peraturan Pekon.
{2) Tahapan penyusunan Peraturan Pekon tentang APBPekon
adalah sebagai berikut :
a. Perencanaan
b. Penyusunan
¢. Pembahasan
d. Penetapan
e. Pengundangan dan penyebarluasan

Pasal 7

{1) Perencanaan penyusunan rancangan APBPekon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh
peratin dan LHP dalam rencana kerja pemerintah pekon.

(2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga pekon
lainnyadapat memberikan masukan kepada pemerintah
pekon dan atau LHP untuk rencana penyusunan rancangan
peraturan pekon tentang APBPekon.

Ea Pasal 8

i {1) Penyusunan rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud
/L dalam pasal 5 ayat (2)huruf b diprakarsai oleh pemerintah
- pekon.




2)

(2)

(4]

(3)

(1)

Rancangan APBPeken yang telah  disusun, wajib
dikonsultasikan kepada masyarakat pekon dan dapat
dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan
masukan.

Masukan dari masyarakat pekon dan camat sebagaimana
dimaksud padaayat (2] digunakan Pemerintah pekon untuk
tindak lanjut proses penyusunan rancangan APBPekon.
Rancangan  APRPekon yang telah  dikonsultasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Peratin
kepada LHP untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

Pembahasan rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (2} huruf ¢ dilakukan dalam forum
musyawarah pekon antara pemerintah pekon dan lembaga
himpun pemekonan.

Untuk melaksanakan pembahasan rancangan APBPekon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga himpun
pemekonan mengundang Peratin untuk membahas dan
menyepakati.

Rancangan APBPekon yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh pimpinan lembaga himpun pemekonan
kepada peratin untuk ditetapkan menjadi peraturan pekon
paling lambat 7 (tujuh} hari terhitung sejak tanggal
kesepakatan.

Rancangan peraturan pekon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} wajib ditetapkan oleh Peratin dengan membubuhkan
tanda tangan paling lambat 15 (lima belas] Hari terhitung
sejak diterimanya rancangan APBPekon dari pimpinan
lembaga himpun pemekonan.

Pasal 10

Penetapan Rancangan APBPekon yang telah dibubuhi tanda
tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
disampaikan kepada Juru tulis pekon untuk diundangkan.
Dalamm bhal peratin tidak menandatangani Rancangan
APBPekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rancangan
APBPekon tersebutwajib diundangkan dalam lembaran pekon
dan sah menjadi Peraturan Pekon.

Juru Tulis mengundangkan peraturan pekon tentang
APBPekon dalam lembaran pekon dan Peraturan pekon
dinyatakan mulai berlaku serta  mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 11

Penyebarluasan peraturan pekon tentang APBPekon
dilakukan oleh Pemerintah pekon dan lembaga himpun
pemekonan sejak penetapan rencana penyusunarn, rancangan
penyusunan, pembahasan rancangan hingga pengundangan.
Penvebarluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ({1}
dilakukan untukmemberikan informasi dan/atau
memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku
kepentingan.




{3) Penyebarluasan APBPekon wajib dimuat dalam media
informasi publik.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI APBPekon

Pasal 12

(1) Rancangan APBPekon disampaikan oleh Peratin kepada
Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.

(2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APBPekon
tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 13

{1} Hasil evaluasi rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat {1} diserahkan oleh Bupati paling lama
20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterima.

(2} Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], peratin wajib
memperbatkinya.

Pasal 14

(1} Peratin memperbaiki APBPekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2} paling lama 20 {dua puluh) hari sejak
diterimanya hasil evaluasi. '

{2) Peratin dapat mengundang Lembaga Himpun Pemekonan
(LHP} untuk memperbaiki APBPekon sebagaimana dimaksud
pada ayat {1).

{3} Hasil Koreksi dan tindaklanjut disampaikan Peratin kepada
Bupati melatui Camat.

Pasal 15

(1) Dalam hal Peratin tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tetap
menetapkan APBPekon maka Bupati membatalkan APBPekon
dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan peraturan pekon sebagaimana dimaksud ada
ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBPekon
tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 16

{1} Uraian Pedoman Umum Penyusunan APEPekon Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a
tercantum dalam lampiranl peraturan ini.

(2} Uraian petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penyusunan
APBPekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b
sebagaimana tercantum dalam lampiran Il Peraturan ini.

(3) Besaran alokasi dana pekon {ADP} Tahun Anggaran 2018
sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.



(4) Besaran pagu indikatif Bagi Hasil Pajak (BHPj dan retribusi
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V
peraturan ini,

BABV
SANKSI

Pasal 17

(1) Peratin yang tidak melaksanakan kewajiban dalam
pengelolaan dan penatausasan APBPekon dikenai sanksi
adminstratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.

(2} Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tidak dilaksanskan maka dilakukan tindakan
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan
pemberhentian dalam jabatan sebagai peratin.

(3) Peratin yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan
realisasi penggunaan APBPekon dapat ditunda penyaluran
APBPekonnya sampai dengan disampaikannya laporan
realisasi penggunaan APBPekon.

(4) Dalam hal silpa APBPekon lebih dari 30% pada akhir tahun
anggaran  sebelumnya Bupati memberikan  sanksi

administrasi berupa pemotongan dana pekon tahun anggaran
berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

{1) Penatausahaan keuangan APBPekon dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;

(2) Pengadaan Tbarang jasa dalam kegiatan APBPekon
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun
2014 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;

(3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam APBPekon
mengacu pada standardisasi pembangunan pekon yang akan
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;

(4} Pelaksanaan kegiatan swakelola dalam APBPekon wajib
mempertimbangkan skema kegiatan padat karva yang
minimal 30% f{tiga puluh persen] dari total kegiatan
pembangunan di alokasikan untuk belanja upah.
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BAB VI1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa,
pada tanggal % mavet 2018
BUPATI LAMPUN T,

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 marst 2018

. Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR ....
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LAMFIRAN I: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

PEDOMAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2018

I. KEBIVAKAN PENYUSUNAN APBPekon

1. Pendapatan Pekon

PenJdapatan pekon yang dianggarkan dalam APBPekon tahun anggaran 2018
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian
serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan pekon meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Pekon
yang merupakan hak pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh pekon, terdiri dari :

1. Pendapatan asli pekon adalah penerimaan pekon yang diperoleh atas
usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi pekon, baik dalam bentuk
hasil usaha Pekon, hasil kekayaan pekon hasil swadaya dan
partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Pekon
yang sah, meliputi :

a. hasil usaha Pekon adalah seluruh hasil usaha perekonomian Pekon
yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola
oleh pemerintah pekon yang menimbulkan penerimaan bagi
pendapatan pekon. Contoh Badan Usaha Milik Pekon (Bum-Pekon),
Lumbung Pangan Masyarakat Pekon (LPMAP), Usaha Ekonomi
Pekon Simpan Pinjam (UEP-8P), Hasil usaha melalui kerjasaman
Pekon dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha pekon yang
sah.

b. hasil kekayaan Pekon adelah seluruh kekayaan pekon yang
dilakukan secara swakelola oleh pemerintah pekon yang
menimbulkan penerimaan bagi pendapatan pekon. seperti tanah
pkas pekon, pasar pekon, pasar hewan, tambatdn perahu,
pelelangan ikan yang dikelola oleh pekon, dan lain-lain kekayaan
milik Pekon.

¢. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat adalah
seluruh bentuk kontribusi masyarakat Pekon, baik dalam bentuk
barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam
bentuk uang yang menimbulkan penerimaan,seperti Penyediaan
bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam
membangun kantor pekon.

d. lain-lain pendapatan asli pekon yang sah adalah penerimaan pekon
(vang tidak diperoleh dari hasil hasil usaha Pekon, hasil kekayaan
Pekon, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong
masyarakat),seperti hasil penjualan kekayaan pekon.

2. Transfer Dana Pekon {DDj

Transfer Dana Pekon (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi pekon yang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten /kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.Dana Pekon dianggarkan sesuai Peraturan
Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintahan Pekon Di Kabupaten Lampung Barat Tahun
Anggaran 2018, berdasarkan Peraturan Bupati.
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3. Alokasi Dana Pekon (ADP).

Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang
selanjutkan dialokasikan ke Pekon. Alokasi Dana Pekon dianggarkan
sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintahan Pekon Tahun Anggaran 2018,

Penghitungan Alokasi Dana Pekon {ADPF) setiap pekon menggunakan
formulasi sebagai berikut :

Alokasi Dana Pekon setiap Pekon = (Dana Pekon Kabupaten - Alokasi
Dasar] x [{25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total
penduduk Pekon kabupaten} + (35% x rasio jumiah penduduk miskin
setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) +
(10% x rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap luas wilayah Pekon
kabupaten) + {30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon
kabupateni].

. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan

salah satu sumber pendapatan Pekon yang berasal dari bagian hasil
pajak Daerah dan retribusi daerah. Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang
Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Pekon
Tahun Anggaran 2018.

Penghitungan Bagi Hasil Pajak {BHP) dan retribusi daerah setiap
pekon menggunakan formulasi sebagai berikut :

Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Pekon
dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada
seluruh Pekon, sedangkan 40% dibagi secara Proporsional realisasi
penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pekon masing-
masing. :

. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD,

Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
kepada pekon merupakan upaya untuk mendukung pembangunan
pemerintah  pekon  dalamm  melaksanakan — program = dan
kegiatan.Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat
umum.Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar
hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah
provinsi dan atau pemerintah derah.

. Hibah dan Bantuan pihak ke [II yang tidak mengikat adalah

Pemberian dari pihak lain yang dapat berupa uang dan barang.

Lain-lain yang sah adalah pendapatan Pekon yang sah antara lain

. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga, hasilusaha

BumPekon dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan
antara pemerintah pekon dan pemberi bantuan. ‘



: 1l

.

.gwx *

- L ST T

. Belanja Pekeon

Belanja pekon harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
pekon yang menjadi kewenangan pemerintah pekon yang terdiri dari :
kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala pekon,
kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau
pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Belanja  pekon yang  ditetapkan dalam  APBPekon  digunakan
denganketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat pekon;
b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus} dari jumlah anggaran
belanja pekon digunakan untuk:
penghasilan tetap dan tunjangan kepala pekon dan perangkat
pekon;

- operasional pemerintahan pekon;

- tunjangan dan operasional badan permusyawaratan pekon; dan
insentif rukun tetangga dan rukun warga.

C. klamﬁkam belanja pekon terdiri atas kelompok:

A. penyelenggaraan pemerintahan pekon;
B. pelaksanaan pembangunan pekon;

C. pembinaan kemasyarakatan pekon;

D. pemberdayaan masyarakat pekon; dan
E. belanja tak terduga.

A, Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon

1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi peratin dan perangkat pekon;

a. penghasilan tetap peratin sebesar Rp. 1.600.000,-/bulan;

b. penghasilan tetap perangkat pekonsetinggi-tingginya adalah :

- juru tulis sebesar Rp. 1.120.000,-/bulan;
- kepala wrusan/kepala seksi sebesar Rp. 800.000,-/bulan;
- bendahara Pekon sebesar Rp. 800.000,-/bulan.

c. penghasilan tetap perangkat pekon hanya dapat dibayarkan
setiap bulannya kepada perangkat pekon yang sudah
direkomendasi oleh camat dan dikukuhkan oleh bupati dan/atau
pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan surat keputusan.

2} Tunjangan Peratin dan Aparatur Pekon :

a. besaran funjangan peratin diberikan sebesar Rp. 800.000,-/
bulan;

b. besaran tunjangan juru tulis diberikan 70% {tujuh pulub persenj
dari tunjangan Peratin sebesar Rp. 560.000,-/Bulan;

¢. besaran tunjangan perangkat pekon lainnya diberikan  50%
{lima puluh persen) dari penghasilan Peratin sebesar Rp.
400.000,- /bulan;dan

d. penunjang penyelenggaraan pemerintahan pekon
(Operator/Pengolah Data)Rp. 500.000,-/bulan;
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3) Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan :
a. tunjangan ketua sebesar Rp. 800.000.-/bulan.
b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp. 600.000,-/bulan.
¢. tunjangan sekretaris Rp. 400.000,-/bulan.
- d. Tunjangan anggota Rp. 300.000,-/bulan.
: 4 } Operasional Pemerintahan Pekon;
a. belanja penyediaan Administrasi Perkantoran & Rapat;
b. belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur vang
meliputi belanja :

- pengadaan Komputer/Laptop;

- Pengadaan Pakaian Dinas;

- Pengadaan mebelair, lemari, plang, papan struktur organisasi,
lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden,
bendera merah putih dan lain-lain.

c. belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Pekon;
d. belanja lain-lain operasional Pemerintahan Pekon.

ir
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5] Tunjangan Operasional Lembaga Himpun Pemekonan,;
Besaran anggaran tunjangan operasional lembaga himpun
pemekonan adalah setinggi-tingginya 5% dari jumlah beban tetap
anggaran pendapatan dan belanjapekon yang dipergunakan antara
lain untuk :
a. biaya alat tulis kantor;
b. seragam anggota lembaga himpun pemekonan;
¢. biaya rapat pembahasan peraturan pekon;
d. perjalanan dinas lembaga himpun pemekonan.

BT

6) Belanja Barang Jasa, antara lain :
< a. belanja barang habis pakai:
b. tunjangan asuransi kesehatan bagi peratin dan tanggungannnya

maksimal kelas 1I, bagi perangkat pekon dan tanggungannya
Kelas III ;

¢. belanja pendidikan dan pelatihan aparatur pekon dan lembaga
himpunan pemekonan;
d. belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan;dan
e. belanja perjalanan dinas.
1. belanja perjalanan dinas dibayar sesuai realcost terdiri dari:
- uang harian yang meliputi uang makan, uang saku.
- biaya transport.
- biaya penginapan.

2. biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas
sekurang-kurangnya 2 (KM] kilo meter dari pusat pekon.

ol

3. biaya perjalanan dinas sebagaimana huruf a untuk uang
penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar
satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan
dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, penginapan lainnya
atau menginap dirumah saudara/ warga maka diberikan

ke biaya penginapan sebesar 30% dari standar satuan biaya
penginapan.

LY 4. dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke
A . tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, maka yang
. melakukan perjalanan dinas membuat daftar perjalanan riil

o untuk biava transportasi tersebut yang disetujui peratin,
format terlampir.

OFPD




BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK APARATUR PEKON DAN LHP
a). Uang Harian dan Penginapan

KELUAR
DALAM IBUKOTA | DAERAH | IBUKOTA
NO | URAIAN pekon | KABUPATEN/ | DALAM | RI/LUAR
KECAMATAN | PROVINSI | PROVINSI
LAMPUNG
1 |UangHarian | 75.000 125.000 150.000 | 300.000
2 | Penginapan . 200.000 300.000 | 400.000 |
b). Transportasi
APARA
vo | pEe QNTSISI PERJALANAN | PESAWAT | KAPAL | KERETA
DARAT UDARA LAUT AP
LHP
S 1 Blaya Ril/ | Blaya Ril/
| | BwaRil/ . BiayaRiil/ | o0 ohan | Kebutuhan
1 | Transportasi Kebutuhan Kelas
Nyata (At Cost) | Ekonomi | . 0o Nyata
(AtCosy | (AtCost) |

7)

9)

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan barang

atau bangunan yangnilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pekon untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan pekon.

}Bélanja Tak Terduga

a.dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLBJ,
pemerintah pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia
anggarannya.

b.keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa merupakan
keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tdak diharapkan
berulang  antara lain dikarenakan bencana alam, sosial,
kerusakan sarana dan prasarana.

¢. keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon dan rencana
kerja pemerintahan pekon (RPJMPekon dan RKPPekon) setinggi-
tingginya Rp.25.000.000;

10) Belanja Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja

pekon (APBPekon) setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-

11) Belanja Penyusunan LPPPekon dan LKPJPekon setinggi-tingginya

Rp. 7-500.000,-.

12) Belanja Pemilihan Peratin setinggi-tingginya Rp. 35.000.000,-.




B, Pelaksanaan pembangunan pekon terdiri dari :

1. Pengadaan, Pembangunaan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Pekon, diantaranya :

2.
ig-ﬁ‘.

3.

4.
>
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pembangunan jalan lingkungan;

pembangunan jalan pemukiman;

pembangunan jalan produksi;

pembangunan irigasi perdesaan;

pembangunan drainase;

pembangunan jembatan antar pekon;

pembangunan insfrastruktur tapal batas;

pembangunan balai/gedung rakyat;

perbaikan jalan lingkungan, pemukiman dan jalan produksi;
perbaikan sarana publik dalam skala pekon;

lain-lain fasilitas umum berskala pekon yang dianggap penting;
pembangunan, pemampatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan;

. sarana prasarana air bersih;

pembanguanan gedung pelayanan kesehatan pekon;
pembangunan sanitasi lingkungan;

sarana dan prasarana kesehatan lain berskala pekon yang
dianggap penting;

sarana kebersihan lingkungan; dan

sarana konservasi air berbentuk kolam penampungan air
limpasan serta sumber air lainnya.

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan $arana Pendidikan
dan Kebudayaan, diantaranya :

a.

b
c.
d
e

pembangunan/pemeliharaan gedung paud;

. pembangunan/pemeliharaan gedung madrasah diniyah;

taman bacaan masyarakat;

. pembangunan balai pelatihan /kegiatan belajar masyarakat;
. lain-lain pembangunan sarana pendidikan dan kebudayaan

berskala pekon yang dianggap penting.

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Pembangunan,
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi,
diantaranya :
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pengembangan pekon wisata;

pembangunan pasar pekon;

revitalisasi pasar pekon dan kios pekon;

pembentukan dan pengembangan BUMPekon;

penguatan permodalan BUMPekon;

pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;

penguatan warung teknologi tepat guna,

pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan pekon;
pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan
perikanan;

pengembangan benih lokal;

pengembangan ternak secara kolektif; dan

lain-lain pengembangan usaha dan pembangunan sarana
ekonomi produktif yang dianggap penting.

Pelestarian Lingkungan Hidup.

a.
b.
c

.

d.

pembangunan tanggul penahan tanah (TPT);

revitalisasi, reboisasi lingkungan hidup skala pekon;

gerakan kebersihan pekon; dan

lain-lain kegiatan pelesarian lingkungan yang dianggap penting.
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C. Pembinaan Kemasvarakatan Pekon

pembinaan lembaga kemasyarakatan;
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
pembinaan lembaga adat;

pembinaan kesenian tradisional dan sosial budaya;
pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
peringatan hari besar nasional (PHBN);

peringatan hari besar keagamaan (PHBI & LPTQ);
pembinaan kerukunan keagamaan pekon;

. bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan;
0. pembinaan dan penguatan posyandu;

. pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM} dan kader
pemberdayaan masyarakat (KPM); dan

12. pembinaan lembaga kemasyarakatan pekon lainnya,

HEO@NOO AL

D. Pemberdayaan Masyarakat
1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan perangkat pekon (peratin
dan aparatur pekon);
4, pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan lembaga himpun
pemekonan; L
pelatihan, pendidiken dan pemberdayaan lembaga-lembaga pekon
lainnya;
peningkatan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat antara lain :
kader pemberdayaan masyarakat pekon;
kelompok perempuan;
kelompok tani;
kelompok masyarakat miskin;
kelompok nelayan;
kelompok pengrajin dan industri kecil fhome industri);
kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
kelompok pemuda; ‘
kelompok masyarakat disabilitas dan lansia;
kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi pekon; dan
kelompok masyarakat (satgas) tanggap bencana.

o o
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E. Tak Terduga
Belanja tak terduga dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan
yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, seperti
bencana alam yang ketentuan penggunaannya sesuai dengan peraturan
bupati.

PEMBIYAYAAN

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan pekon terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayvaan mencakup:

a. sisa lebih perhitungan anggaran {SiLPA) tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

¢. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:
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a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada
realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
. 35 belum diselesaikan.

* SiLPA hanya dapat digunakan setelah APBPek{)n Tahun Anggaran sebelumya
ditetapkan.

1%

III. DANA CADANGAN

Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya
dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan
ditetapkan dengan peraturan pekon.

Peraturan pekon tentang dana cadangan paling sedikit memuat:

&. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan vang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan peratin.
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LAMPIRAN IT : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS APBPEKON
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PETUNJUK PELAKSANAAN

A. KETENTUAN UMUM

Dalam penyusunan APBPekon tahun anggaran 2018, Pemerintah Pekon dan
LHP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

APBPekon ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten untuk

. mengetahui pagu indikatif sebagai dasar penyusunan APBPekon;

2.
3.

APBPekon disusun dengan memperhatikan skala prioritas, sinkronisasi
program dan kegiatan serta kebutuhan skala prioritas pekon;

APBPekon disusun dengan memperhatikan daftar rencana program
kegiatan - tahunan yang dituangkan dalam Rencana kegiatan
pemerintahan pekon (RKPP);

APBPekon disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan pekon yang terdiri dari:
peraturan menteri terkait, peraturan daerah dan peraturan bupati;

. Apabila pendapatan pekon yang bersumber dari bantuan keuangan

provinsi diterima setelah peraturan pekon tentang APBPekon tahun
anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah pekon harus menyesuaikan
alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan pekon tentang
perubahan APBPekon tahun anggaran 2018.

Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan hiar biasa (KLB}, pemerintah
pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan
darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan
sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan
darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Kegiatan dalam keadasn darurat sebagaimana dimaksud dianggairkan
dalam belanja tidak terduga.

Perencanaan penganggaran APBPekon berupa pembangunan fisik dan
non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampug
Barat.

Pembangunan sarana dan prasarana berupa gedung dan atau sejenisnya
harus dilaksanakan diatas tanah aset pekon vang dibuktikan dengan
surat kepemilikan tanah atas nama pemerintah pekon yang sah.

B. PELAKSANAAN
1.

APBPekon  dilaksanakan secara terintegrasi dan  sepenuhnya
dilaksanakan oleh pelaksana tekhnis pengelolaan keuangan pekon
(PTPKP] yang anggotanya berasal dari unsur Juru tulis, kepala seksi, dan
bendahara yang ditetapkan dengan keputusan peratin;

Pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBPekon sepenuhnya
menjadi tanggung jawab peratin selaku pengguna anggaran;




. Pelaksanaan APBPekon yang dalam kegiatannya terdapat pungutan pajak

sepenmuhnya menjadi tanggungjawab bendahara pekon selaku wajib
pungut pajak dalam hal pungutan, penyetoran dan pertanggunjawaban;

. Pelaksanaan APBPekon wajib mengikuti dan mematuhi kaidah-kaidah

dan asas pengelolaan keuangan pekon yang transparan, akuntabel,
partisipatif, dan tertib administrasi serta disiplin anggaran;

. Pelaksanaan APBPekon terhitung satu tahun anggaran yang dimulai dari

1 januari sampai dengan 31 desember tahun yang berjalan yang
pelaksanaannya didasarkan atas rencana anggaran biaya {(RAB] untuk
setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan
pembayaran (SPP};

. Pelaksanaan APBPekon paling sedikit termuat dalam buku kas, buku kas

pembantu, buku pajak dan buku bank atas seluruh kegiatan yang
berlangsung;

APBPekon dilaksanakan melalui penatausahaan yang dilakukan secara
sistematis, teratur berdasarkan prinsip, standar, dan prosedur
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

. MEKANISME PENYALURAN APBPEKON.
1.

Penyaluran APBPekon tahun anggaran 2018 terdiri dari tiga tahap
penyaluran yaitu:

a. tahap I sebesar 20%;

b. tahap II sebesar 40%;dan

c. tahap Il sebesar 40%.

. Penyaluran APBPekon dilaksanakan apabila;

a. seluruh syarat dan ketentuan dokumen administrasi telah mendapat
rekomendasi camat dan telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi
kecamatan dengan menyvampaikan surat permohonan penyaluran
APBPekon kepada Bupati Lampung Barat c¢q Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat;

b. untuk penyaluran tahap ! dilaksanakan apabila Pemerintah pekon
telah  menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBPekon tahun anggaran 2017 yang dilengkapi dengan bukti
pendukung dan dokumen administarsi vang syah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

¢. untuk penyaluran tahap I dilaksanakan apabila Pemerintah pekon
telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBPekon tahun anggaran 2018 tahap I yang dilengkapi dengan bukti
pendukung dan dokumen administarsi yang syah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
ketentuan:

1}. capaian serapan minimal 75% dari total alokasi tahap I;dan
2). realisasi out put minimal 50% dari total alokasi tahap I.

d. untuk penyaluran tahap Il dilaksanakan apabila Pemerintah pekon
telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBPekon tahun anggaran 2018 tahap Il yang dilengkapi dengan
bukti pendukung dan dokumen administarsi yang syah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dengan ketentuan:

1). capaian serapan minimal 75% dari total alokasi tahap Il;dan
2). realisasi out put minimal 50% dari total alokasi tahap II.
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D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGAWABAN

. 1. Pelaporan dan pertanggungjawaban APBPekondibuat dan disampaikan

oleh pemerintah pekon kepada bupati melalui camat yang tembusannya

—y disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

co Kabupaten Lampung Barat, disertai dengan dckumen pendukung yang

syah berikut dengan lampiran format laporan pertanggunjawaban

. realisasi pelaksanaan APBPekon tahun anggaran berjalan sesuai dengan
tahapan penyaluran {tahap i, tahap Il dan tahap UI);

2. Pemerintah pekon wajib membuat dan menyampaikan laporan dan
pertanggunjawaban pelaksanaan APBPekon akhir tahun anggaran
termasuk laporan kekayaan dan aset pekon yang diperoleh tahun
anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan januari tahun
berikutnya;

3. Pemerintah pekonwajib membuat dan menyampaikan laporan
keterangan pertanggungjiawaban pemerintahan pekon (LKPP) secara
tertulis kepada masyarakat melaluilermbaga himpunan pemekonan (LHP};

4. Pemerintah pekon wajib membuat dan menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan pekon (LPPP} kepada bupati melalui
camat yang tembusannyadisampaikan kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat;dan

5. Pemerintah pekon wajib membuat dan. menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan pekon akhir masa jabatan kepada Bupati
melalui camat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

: E. TIM KOORDINASI DAN FASILITAS] PELAKSANAAN ANGGARAN
. PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)

P A.Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kabupaten :

1.Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat
Kabupaten terdiri dari :

a. Bupati Lampung Barat

b. Wakil Bupati Lampung Barat

¢. Sekretaris Daerah

d. Asisten Bidang Pemerintahandan K@&ejahteman Rakyat Setdakab
Lampung Barat

€. Susunan Anggota:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

3, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung
Barat

Bappeda Kabupaten Lampung Barat
Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Hukum

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

2. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten yaitu
- sebagai berikut :

NOo A

a. menyusun pedoman pelaksanaan APBPekon;
. b. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan
/j kebijakan APBPekon;




merumuskan besaran APBPekon mulai dari perhitungan APBPekon
Minimal (APBPM), dan APBPekon Proporsional (APBPP) serta
menentukan variabel-variahel dan bobot Pekon,;

menyusun formulasi APBPekon;

melaksanakan desiminasi kebijaken dan mekanisme pengelolaan
APBPekon;

melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada
inspektorat Kabupaten;

melakukan kegiatan pembinaan, imonitoring dan evaluasi
pelaksanaan APBPekon bersama Tim Koordinasi dan Fasilitasi
Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik
dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk
penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnva.

3. Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten ditetapkan
dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran,

B.Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan :
1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kecamatan, yaitu :

a4,

b.

C.

Camat sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
APBPekon Tingkat Kecamatan; )

Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi
dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kecamatan;

Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan
Kasubbag. Keuangan Kecamatan sebagai Anggota Tim Koordinasi
dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan,

2. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat
Kecamatan yaitu sebagai berikut :

a.

b.

g.

melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijjakan, data dan
informasi tentang AFBPekon;

membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan
pembangunan pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah
Kecamatan;

. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan

APBPekon untuk dicek silang dengan APBPekon yang sudah
ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan,
melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasil dan
pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai
oleh APBPekon;

merekomendasi usulan pencairan APBPekon dari Pekon yang telah
memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati
Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pekon;

melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban
pelaksanaan APBPekon di wilayahnya masing-masing dan dapat
dipertanggungjawabkan secara adminstrasi, teknis dan hukum; dan
menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon di
wilayahnya masing-masing.

3.Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap Tahun
Anggaran.
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1I.

PETUNJUK TEKNIS

A. Kekuasaan Pengelolaan APBPekon.

1.

Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBPekon dan
mewakili pemerintah pekon dalam kepemilikan kekayaan milik pekon
yang dipisahkan;

Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon
mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;

b. menetapkan pelaksana teknis pengelola keuangan pekon;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
Pekon,;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBPekon;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBPekon. o

Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pekon, dibantu

oleh pelaksana teknis pengelola keuangan pekon;

Pelaksana teknis pengelola keuangan pekon berasal dari

unsurperangkat pekon,terdiri dari: '

a. juru tulis;

b. kepala seksi; dan

c. bendahara.

Juru tulis bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan

keuangan Pekon;

Juru tulis selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan

pekonmempunyai tugas: '

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBPekon,

b. menyusun rancangan peraturan pekon tentang APBPekon,

perubahan APBPekon dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBPekon;

¢. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan vang telah
ditetapkan dalam APBPekon;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBPekon;

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBPekon.

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan

bidangnya.

Kepala seksi selaku pelaksana kegiatan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnys,;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga
kemasyarakatan pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada peratin;

dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan,



10.

11

12,

13.

14.

Bendahara dijabat oleh kepala urusan keuangan,;

. Bendahara selaku kepala urusan keuangan mempunyai tugas

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan pekon dan
pengeluaran pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon;

Bendahara wajib melakukan penatausahaan dengan melakukan
pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku setiap akhir bulan secara tertib;

Laporan pertanggungjawaban penatausahaan keuangan pekon akhir
bulan disampaikan setiap bulan kepada peratin dan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya;

Untuk membantu kepala seksi selaku pelaksana kegiatan peratin
dapat membentuk tim pengelola kegiatan (TPK) dari unsur lembaga
masyarakat,

15.Tim pengelola Lkegiatan sebagai pembantu kepala seksi selaku

1.

2.

pelaksana kegiatan mempunyai tugas:

menyusun rencana anggaran biaya;

menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan;
melaksanakan pembelian/pengadaan;

memeriksa penawaran;

melakukan negoisasi {tawar menawar);

menandatangani surat perjanjian (ketua TPK);

melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan;

melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada peratin;dan
menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada peratin.

PRS0 TR

B. Penatausahaan APBPekon

Pengadaan barang dan jasa;

a. pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui swakelola oleh
tim pengelola kegiatan (TPK] meliputi kegiatan persiapan,
pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil
pekerjaan;

b. terhadap kegiatan konstruksi wajib memperhatikan aspek padat
karva menggunakan tenaga kerja setempat dan potensi sumber
daya setempat;

¢. rencana pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:

1} jadwal pelaksanaan kegiatan;
2) rencana penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan;
3) gambar rencana kerja untuk pekeraan konstruksi;
4) spesifikasi tekhnis (jika diperlukan} dan rencana anggaran biaya
(RAB).

d. pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasar}:an rencana oleh tim
pengelola kegiatan;dan

e. tim pengelola kegiatan untuk pekerjaan konstruksi dapat
menunjuk satu orang penanggung jawab tekhnis dari anggota tim
pengelola kegiatan yang dianggap mampu dan dapat dibantu
personil dinas terkait serta dibantu pekerja {tukang/mandor].

Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP}:

a. kepala seksi selaku koordinator pelaksana kegiatan mengajukan
surat permintaan pembayvaran (SPP) kepada peratin melalui juru
tulis untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan;

b. atas pengajuan SPP juru tulis melakukan penelitian kelengkapan
dokumen, menguji kebenaran/tagihan dan menguji ketersediaan
anggaran;
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atas persetujuan juru tulis peratin menyetujui surat perintah
pembayaran [SPP] vang telah di verifikasi untuk dilakukan
pembayaran melalui bendahara:;dan

d. atas persetujuan peratin bendahara melaksanakna pembayaran,
melakukan pencatatan dan melaksanakan pemungutan pajak.

Pembayaran:

a. kepala seksi menyerahkan dokumen surat perintah pembayaran
{SPP) yang telah disetujui peratin kepada bendahara;dan

b. bendahara melaksanakan pembayaran sesuai dengan surat

perintah pembayaran (8PP} dan melakukan pencatatan atas
pengeluaran yang terjadi dalam buku kas umum.

Pengerjaan buku kas pembantu kegiatan:

a.

kepala seksi/pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap
tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran
belanja  kegiatan dengan mencatatkannya pada buku kas
pembantu kegiatan;dan

buku kas pembantu kegiatan yang dkerjakan oleh kepala
seksi/pelaksana kegiatan berfungsi untuk mencatat semua
transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Prosedur penatausahaan penerimaan;
a. Penerimaan melalui bendahara:

1} pihak ketiga/penyetor mengisi surat tanda setoran (STS)/tanda
bukti lain;

2} bendahara menerima uang sesuai dengan jumlah yang tertera
dalam STS /tanda bukti lain;

3} bendahara mencatat semua penerimaan dan menyetorkan
penerimaan kerekening kas pekon;dan

4} bukti setoran berupa surat tanda seforan/tanda bukti
penerimaan lainnva harus di arsipkan oleh bendahara secara
tertib.

b. Penerimaan melalui bank:

1) pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan setoran
‘yang dilakukan melalui bank kepada bendahara dengan
melampirkan bukti penyetoran/slip setoran bank yang syah ke
rekening kas pekon;dan

2) atas penyetoran tersebut bendahara melakukan pencatatan
smua penerimaan yang disetor melalui bank pada buku bank.

¢. Penerimaan melalui petugas pemungut:

1} peratin menetapkan petugas pemungut;

2} petugas pemungut menerima uang sesual yang tercarntum dalam
STS/tanda bukti lain untuk selanjutnya dapat menyetorkan
penerimaan melalui bendahara atau melalui bank ke rekening
kas pekon; e

3) kas pelaksanaan tugasnya petugas pemungut menyampaikan
pemberitahuan kepada peratin;dan

4} atas penyetoran tersebut bendahara melakukan pencatatan
semua penerimaan yang disetor melalui bank pada buku bank.
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LAMPIRAN 1)) : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL, : 2018
L BESARAN ALOKAS! DANA PEKON TAHAP 120 % , TAHAP i 40 % DAN DAN TAHAP Uit 40 %
LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018
& NO Kecamatan/Pekon Total ADP ADP 20% ADP 40 % ADP 40 %
i KECAMATAN BALIK BUKIT 421099752600 T T Ra2.398.505 1.684.399.010 1,684.250.010
~ ~Pekon Kubu Periha 408,000.740,00 R CEY 163.660.298 163,600,296
Fekon Podang Cafija 454,545.145,00 50.589.029 1157805 TBigiagss
Pekon Sebar. 5 438538.317.00 79766 ““fu,?z.ms.az; 115577
T Pekdn Wy Empauiay Ul 47451778580 GS0s S| Tasiii 155807 114
Fekon Gunurg Sugih 417.726.414,00 53545753 g@cmse& 165, 090566
Pekap Wotes ™~ 405 958.535,00 E1941.767 T s seRAi 163583414
Agkop Padand Delor 403.155.754,00 BOBBLISL . 161_,252.365 51362900
Pekon Ska Rome 424822319061 54964454 16065578 ﬁm
Pekon Boehwai 430,485.455,00 86.09?.095: 1?2.19&.13:1 1‘:24{943.82w
e Pekon Sedartpal indoh 412.847,061,60 sz.ssa‘m: 16&138.824; o 1&5.3.3&@32-%
2 | KECAMATAN SUMBER JAYA 2.127.903.411,00 | 435580881 | FHRGER) 551251368
.| Pekon Simpany Sari 430,675,287,00 B TIE 05T 1?2,2'_:0.115* . ggﬁgzg;géw
Pekon Sukelaya 310.269.042,00 83053808 13&7’137‘5131_“ 164,167,617
Pekon Sindong Pagar A415.462.681,00 aaﬁaz.saé - 166,185,072 iG585 572
Pekon Stika Pird 418.814.818,00 5317533&; 1&7.525,925 15?‘52@3;
Pekon Way Petoi 452.681,583,00 90.&3&31; ‘”””‘““iamnss?: 1510738633
3 | KECAMATAN BHLALAU 4,13§,330.804,00 627.567.951 1555355922 1655395932
' Pekan Kenali 425.823.507,00 853165,18‘3.. 129““.3;35209: o msmzcg
. Pekon Kejadian AG7.007.412,00 BLA0LAS: 163.503.55 1%_;:@_2.9&;
Pekon Bumi Agung 418.323,881,00 %.ﬁ%??é .‘tﬁ?.329.55£ 16?.329.552: !
PekoR Firgek 416,872 838,00 5374558 166,749,135 I 166745155
Pekon Bedudy 421.741.321,00 RN 165695508 168696525 |
Pekon Suka Rame — 400,550.133,00 Fo1io027 16333005 160226053
Fekon Hujung 43877568300 | T 174.?19.27§ ' F470373
Pekon serunghik 401,041.650,00 80,308,330 160,416,660 T60.416.660
. Pekon Suka Mokmur 407.296,399,00 51450980 162.918.560 162.918.560
Pekon Fojar Ahung 402.504.580,00 B080,556 161.161.992 161,161,992
AT | RECAMIATAN WAY TENONG 4,842, 382,334,00 wa._gs.g&; L§§6.§52,93=; 1.336,952.534
— Pekon Puralaksena 417.945.915,00 TECTT T67.175.6 167179366
Pekon Karong Agung 418.916.147,00 §g;33,zz§ T 165565,4552
"~ Pekon Miiar Al A14751.950,00 255035 e 165.900.756 |
VR Pekon Tanjuny Raya _ 409.974,5723,00 W“iixau.sefi 153*9&930&5 ﬁi&&%ﬁﬁi
Pokon Sukangrti [ 428.556.450,00 85711256 | _ inase 171.422.552
Pekon Sukarafy 414,853.816,00 5076 165.941.52é 165.541.526 |
Pekon Padong Tembar 426.007.733,00 85‘201.54}; 170.403,093: 170.403.083 |
e Fekon TombiK Joys : TH64A7173000] 8338034 15E 5860 166.568.693 |
§ | RECAMATAN SEKINCAU 1.721.801,164,00 344.360.233 688.720,455 688,720,465
“Pékon Pampingan 443.396.743,00 §8875.599 1773586971 177.358.667



Pekon Waspada 412.837.163,00 82.567.433- 165.134.86?; 165.134.865-
Pekon Tiga Jaya 427.727.854,00 85.545.571- 171.091.142— 171.091.1712'_
Pekon Giham Sukamaju 437.839.404,00 §7.567.881 175.135.762 175.135.752__
6 KECAMATAN SUOH 2.947.761.809,00 589.552.362 1.179.104.724 1.179.104.724
Pekon Suka Marga 427.482.183,00 85.496.437- 170.992.873— 170.992.873-
7 Pekon Sumber Agung 409.335.823,00 81.867.165- 153.734.329; 163.734.325;
Pekon Tuguratu 439.149.162,00 87.829.832 175.659.665 175.659.665
Pekon Banding Agung 423.788.873,00 84.757.775: 169.515.545; | 169.515545;
Pekon Roworejo 429.229.793,00 85.845.955; 171.691.917- 171.691.917-
Pekon Sidorejo 414.398.603,00 82.879.721- 165.759.441- 165.759.44i
Pekon Ringin Sari 404.377.372,00 80.875.474; 151.750.94§ 161.750.949;
7 KECAMATAN BATU BRAK 4.506.563.799,00 901.312.76(; 1.802.625.52(; 1.802.625.52(;
B Pekon Kembahang 414.481.569,00 82.896.311; 165.792.622; 165.792.622;
e Pekon Negeri Ratu 418.409.426,00 83.681.885- 167.363.77(; 167.363.776
Pekon Kegeringan 408.966.344,00 81.793.269— 163.586.535; 163.586.55 )
Pekon Gunung Sugih 398.000.571,00 79.600.11; 159.200.2252 159.200.22§
3 Pekon Pekon Balak 410.622.275,00 82.124.455- 164.248.91(; 164.248.91(-)
Pekon Sukabumi 418.946.451,00 83.789.29(; 167.578.58(; 167 .573.53{)
Pekon Canggu 410.479.051,00 82.095.81(; 164.191.626 164.191;(;2(?_
Pekon kuia B¢l 425.042.853,00 85.008.57]: 170.017.141 - 170.0171417
Pekon Sukaraja 403.254.484,00 80.650.897_ 161.301.791; 161.301.79_1;_
Pekon Kerang . 396.539.530,00 79.307.90(; 158.615.812. 158.615.812;
Pekon Teba Liyokh 401.821.245,00 §0.364.249 160.725.458 160.728.458
8 | KECAMATAN SUKAU 4.282.121.894,00 856.424.379' 1.712.848.758_ 1.712.848.758_
¢ Pekon Tanjung Raya 456.529.579,00 91.305.916- 182.611.832- 182.611.832_
B “Pekon Hanakau 432.363.637,00 86.472.727- 172.945.455_. 172.945.455_
Pekon Buay Nyerupa 459.830.639,00 91.966.128_ 183.932.25€; 183.932.25_(%;
Pekon Tapak Siring 428.828.163,00 85.765.632; 171.531.265_ 171.531.26i
Pekon Jaga Raga 422.598.417,00 84.519.68:; 16?.539.367— 169.039.36;
Pekon Pagar Dewa 426.401.139,00 85.280.228_ 170.560.45é 170.560.45(;
Pekon Suka Mulya 431.408.317,00 86.281.663: 172.563.327— 172.553.32;
Pekon Bandar Baru 407.885.705,00 81.577.141_ 163.154.282— 163.154.282-
Pekon Bumi Jaya 407.985.092,00 81.597.012; 163.194.03; 163.194.03;
Pekon Teba Pering Jaya 408.291.206,00 81.658.241 163.316.482 163.316.482
9 KECAMATAN GEDUNG SURIAN 2.134.070.303,00 426.814.061 853.628.121 853.628.121
Pekon Gedung Surian 429.900.696,00 85.980.135; 171.960.278_ 171.960.272;
Pekon Pura Mekar 438.470.295,00 87.694.059‘ 175.388.11§ 175.388.115;
Pekon Cipta Waras 409.606.908,00 81.921.382- 153.342.753_ 163.842.763—
Pekon Tri Mulyo 420.543.799,00 84.108.76(; 168.217.52(; 168.217.52(;
Pekon Mekar Jaya , 435.548.605,00 87.109.72£ 174.219.442- 174.219.442_
10 KECAMATAN KEBUN TEBU 4.120.066.806,00 324.013.35i 1.648.026.722- 1.648.026.72£
Pekon Pura Jaya 431.254.221,00 86.250.841; 172.501.685; 172.501,688_
Pekon Pura Wiwitan 431.018.522,00 86.203.701; 172.407.409; 172.407.4o§
Pekon Tribudi Syukur 407.751.307,00 81.550.261: 163.100.52.‘; 163.100.523—
Pekon Muara Jaya | 409.403.274,00 81.880.655; 163.761.31(; 163.761.316
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Pekon Mutrg Jiva 1T 407.444.250,60 31.48‘&352; 1533?7.71; 152,977.715
Pekon Tribudi Mokmur 401.688.553,00 3033?.?1£ 15@.575.42; 160.6?5,423;
Pekon Tugu Mulya 405,293.783,00 313&3.75-,: 163,?1?,51; 163,?1?,53:3;
Pekon Cipra Mulya 40% 586.158,00 31.717,23£ 153.&34.453- 153.434;463:
Pekon Muara Bord 403.267.711,00 80.6731542‘. 151,347.03; 1,61.347.03#;
Pekon Sinar Luas 410,258,987,00 82.(351‘?5; 154.3&}3.595: 164.168‘59; :
11 | KECAMIATAN AIR HITAM 3029 935,18 100 505985635 Teana GIELRTF
Pekan Sidogudi 395.187.657,00 ?9.839,53; 159.679m§ 159»6?_“5_.2}5;%«
Pekon Semareng Jayae 414,124.586,00 32,2%92&; 164.&49,345 TEA4A9.840
Pekart Sumber Alam 401.736.895,00 56347579 To0ASA T8 160453 758
Pékon Gunung Terang 405,430.029,00 sz‘ass.uaé 162.1?2.{3& 162.172,Q1£_
Pekon Sukd dodi 405.778.132,00 smss,azf; 151.311,55?: 152,311.55?:
Pekon Srl Mepanti 302 £63.011,00 so,ssz.soz. 6106530 1&1.055}64;"
Pekon Sinar luya 461.498.801,00 30.299.755 166559520 zsa.sgg:gzé_
T Pékon Kigls Jaya 402,221.755.00 8{3‘&44.355; ;ﬁ&ﬁ.ass.m; 160‘888315
Pekon Suka Domol 403.046.051,00 &&ﬁesmr; 151,318.42:; 1&12;%
Pekon Manggerol 367.730.170,06 ?9,546.03; 159.092,951; 159‘092.053'
12| TKECAMATAN PAGAR DEWA 4,155.828,825,00 T1965.755 Y] i5e353552
Fekon Pokiayu Joyo 408.664,341,00 81.?32.368- 163.455.?3§ ms.esa.aﬁs.?azs‘
Pekan Bosungon 412.120.520,00 82_424.121; 16%843.24% 16&833.24&
Peken Mekar Sori 405.947.930,00 31585586 163.979*2?1: ms,s;fs.:.*?£
Pekon Sigomulys 44516817500 ENEEr AT 79667570 75567270
Pekan Sidedodr 411.585.647,00 82.319.12!5 16&,638,25§ 164, sss.zsé_
Pekon Margo Jaya 426.194.864,00 8&23&97?: zmm.s:zé 17&.4??,945:
Pekon Suka Jaya 414,491,668,00 TR 365 796,667 T65796.667
Pekon Botu Apl 415981823 00 82.795.3@; 155592::25 65555718
Pekon Pogor Dewe 410,555,522 .00 32.‘111,10«; 1&&222,209-. 154.222,2{}5—
Pekan Suka Mulya 403.108.240,00 S05Z1588 151.243.29% 161243358
€] KECARATAN BATU KETULE 4.168,220.775.00 333‘344.05.#: 1,667.283.11{; 1.567.283.;16
Pekon Arugmulyo 416.308.011,00 BRG] RN 165575308
- Pekon Butu Keboyan 406.118.086,00 ax.zza.szs; 162.442.235 1&44?‘23::
Pekon Atar Bowong 430.354.015,00 8&.97{!.80; 168.141.60; 168, msﬁ'
Pekon Cumpang Tiga 414.267.850,00 szfsﬁs.sm' 165.707.155 16‘5.?0115(;
Pekon Luos 443.419.264.00 ss.saa.ssé: 177.35?,?@; 177.367.706
Fekon Bokhu 435.594.125,60 R71155%6 174,23?,552: ) z?a.zsv.s"g“f
Pekon Way Ngison 410.777.413.00 az,zssAa; 154.310.95:; 164.310.565
Pekon Kubu Liku Toyo 407.833.872,00 Bt &ﬁ&??é :%83.133,55;. 163.133.553:
Pekon Suimber Rejo 401.791.418,00 8{}.353.2&; 1&0.?;6.55;: 1607 xs.ss;
Pekon Ator Kuweu 411.756.167,00 BL31953 164.?02436; 1&:&.702.4%
14| KECAMATAN TUMBOK SEMINUNG 4.486.587,738,00 $57.317.548 17528350 1794.635.095
Pekor: Lombok 428.421.112.00 ss‘ssz;,zzé 1?1.353.445: 171368.44:‘:
BEkon Hent Arong 168.358.810,00 75671763 e T 159.3«;3.52&
Pekon Suka Banjar 404,260,887 00 80.9?2‘17"; 161.944.335. 1&;{.944'355;
Pekin LomiBok Timar 413.357,148,00 82.4?93:36 154.953‘355 T64.656 559
Pekan Suke Banjor f Ujung Rembun 209.680.377,00 B1536.075 63872050 163872451
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Peqon Suke Mafu 388.593,988,00 79.?13.791; 159.437.595 159.437’55
Pekon Ujung 4U3.166,589,00 m,ssmzc; 61264330 161,264.246
Pekon Keagungan 408.186,640,00 31.63?‘32é 163.2?%65!; 163.2?4.656;
* | Peken Towan Suka Mulya 417.584.583,00 83.516.51'; 15?.033.03; 167.933.03;
Pekon Paricur Mos 405.466.302,00 31.093,255 152&86,521- 152“186.52;
Pekon Lombok Sefatan 399.879,293,00 79.575.359. 159.951,71; 159,95171;
15 RECAMATAN BANDAR NEGERI SUGH 4,421.828.126,00 sss,sss,azg i,?@SJSI.SSl; 1.163.731.65{;
Pekon Suoh 478.601.814,00 95.?20,333: 191.&49.?2% 191‘4&0.?25;
Pekon Srimulyo 403,173.255,00 31,634.652- 1&3.259.3& 163.269,30-;
Pekon Bandar Agiing 540.694.325,00 ma.zsasss; 2&5,2?1735 316,2?7.736
Fekon Rlagin Jaya 430.222,088,00 86.044.41§ 172.088.83; 172.98&__8_;__5;“
Fekon Bumi Hantatal 464.405.971.00 §2.881,39; 185,?51785 185.762.782;
Pekon Gurungraty 418083.131,00 83.616.52% 16?.233‘25}; 16?‘233,252:
Pekon Tanjengsari 463,186.407,00 30.637.28£ 16'1.2?4,563— 161.2}'4.56?:
Pekan Negerl lopa 436.820.548,00 s;.sea,m; ;?4.?23.226 1?&?28.22(;
Pekon Tempelung 411,533,923,00 32.305.735; 164.613.565; 164.613.55&;
Pekon Tri Mekar Jaye 430,106.655,00 36.{321.33£ 1?2,&2.55; 1?&642,55«;
Total 54.798.403.000,00 | 10.959.680.600 | 21.919.351.200 21.919.361.200

]
¢
V

PARAF KOORDINAS,

WO JABATAN

FARAT

T SETRAKAR

. BIHSTEN

TASHSTEN |

5 oS G
\

o
ef

7

o,

/4

—

:_.-:-.m.-?m., s
W5 4 =

Lo

KABAG HUKUM

ng/

*

g

»

PARQSIL MABSUS



' 1.

TAHUN 2018
2018

LAMPIRAN 1V : PERATURAN BUPAT! LAMPUNG BARAT

ALOKAS] BESARAN PAGU INDIKATIF BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

SEKABUPATEN LAMPUNG BARAT

.
No Kecamatan/Pekon Total alokasi BHP
| 1 KECAMATAN BALIK BURTT: 85.845.370,00
i 041, Pekon Kubl Perahy 695514000
02 Peken Padang Cahya B389, 32000
007, Pelkon Sebars 6887, 10,00
6. Pekon Watas 885151000
07 Aekon Pacang Dafom 12211 430,00
| 08 Pekon Sukaramy 10 275.636,00
09. Pakor Batiway 8988 36000
10, Pekon Sedampah Indah 8.278. 536,00
r KECAMATAN SUMSER JAYA FEALZEFOO0
1. Pekon Simpang Sat F9E1.220,00
2. Pakor Skajars £.808 21000
3. Pekon Sindang Pegdr LER &G
4, Pekon Suka Pura 523000
5. Pokon Way Petsl F A0
3 KECAMATAN BELALAY 57.38L.780.00
01, Pekon Kenalf 888281000
02, Pekon Kefacin 581913000
OF. Pedory Burnd Agung BEBEAT0
&4, Pakor Turpak [REEET
s 5. Pekor Bedudu PR
. 06. Pekon Sukazrame S008.390.00
i 07, Pekarn Hujurg EALIS0.00
) ;,,w 88, Pekon Serunghuk 45880700
; 88, Pekon Suka Makmur 480523000
10, Peken Pajar Agung 6.195.370.00
4 KECAMATAN WAY TENONG 47.812.750.00
1. Pekon Purz Laksana BA7LON.00
2. Pkon Karang Agung 524142000
3 Mutar dam 5,558 0,00
4. FPekon Tanfung Rays L 2K e 2 e
5 Pokon Sukananti 4551 AN
6, Pekon Sukarafs 5655 220,00
7. Pokon Padiang Tambak 8.520.150.00
& Pekon Tambak Joye - 8. 192.800,00
5 KECAMATAN SENINCAU 40.878.240,00
1. Pekon Fempengan 10.353.850,00
2 Pekap Waspada 2198155000
3. Pekon Tigataya 5.490.290,00
4. Pekon Giham Swamajs B.042.449,52
& | AECAMATAN SUOH ) 46.256.820,00
1. Pekon Suka Murga 8056, 210,00
2 Pekon Sumber Agung ASR4120,00
) 2. Pakon Tuge Ratu 005, 718,00
7’” 4. Pekon Banding Agung Z022 500,00
5. Pekori Rows Rejo F263.830.00
. &, Pekon, Sido Reje Sa 00
? T Pakon Ringin 531t 3.113.650,00
J 7 KECAMATAN BATU BESAK #5.212.330,00
01, Pekon Kembahang 544 87,00
D2 Pekon Negri Raty 5982 510,00
N 03 Pekon Kegeringar } 0.0 00
4. Pekon Gunurg Sugif F1,247. 0,00
/05, Pekon Balak DE12650.00

]
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6. Pakors Subabtal 9,709, 550,607 |
87, Pekon Canggu 2.183.130,00
08, Peken Koba Busi 8643, 800,00
&9, Pelon SekaRals 10.097.280,00
8. Petar Korang 8 110,080
X1, Pekors Tl Livkh B2Z540.00
8 KECAMATAR SUIAL 65.495.810.00
a1, Tanfung Raya Z783.200.00
02, Pekoprs Hanakay BOERL20.00
&3 Pukon Busy Mverupa Z2FZE00
&4, Pekon Tapak Siing 6.254.610,00
Q5. Pekor Jags Raga SGI6EXLO0
6. Pekor: Pagar Deva 6936, 1000
07, Pokop Suka Mulya 6650, 120,00
08, Peken Bandar Beraw E5HO20.00
{09, Paken Bumd Jays GO39, 116,00
10, Pekaq Teba Pering Rova Z.670.680.00
9 RECAMAYAN GEDUNG SURIAN 28.221.490.00
L. Pekon Gedhung Surian ST 000
2. Pokon Puramekar 583422000
3. Pekon Clplavwaras 43718, 790,00
4. Pakon Trignityo SEEoTo0
5. Pekon Mekar Jaye 6.160.950 00
10 KECAMATAN KEBUN TEBL FEA75IIG00
Q1. Pakor Fure Jaya Q5B ISC.00
52, Pekon Pura Wiviter 4.885.520,00
0F, Pekon Trbef Syukur Z 18R A200
04, Pekon Mums Jaya 1 4.768.820.00
05, Musrs Java 17 11.910.700,00
06, Pekon Trbud! Makmur 599446000
07, Pekon Tugu Mulya B1IBIH00
08, Pekon Qpts Mulve AE8F.H0 00
B, Pekon Singrfows & 1083000
20. Pekorr Musra Barv 0,905 840 %1
11 KECAMATAN AR HITAM 2B 443.830,00
&4, Pekon Sidodads 583550000
82, Pekon Sermarang Jaya 7.670.980.00
23, Pakon Sumber Al 564591000
04, Fekon Gunury Terang &.455 78000
08, Pekor Suks Jadi 10.462.49650,00
5. Pekon Serf Menanti 8.790. 340,00
D7 Peloys Sinar Jaya 8457 280,00
03, Pekon Rigis Jays 10024 16000
02 Prkon Suka Daemal 550X 250,00
10, Pekan Manggarsi &80 160,30
12 KECAMATAN PAGAR DEWA 6L 650.550,.00
DL Fekon Pahayu Jaya 5. 725.600,00
02, Pakon Besoroan JO.555. 250,00
B3, Pekan Makar Sari 1.926.870,00
04, Polearr Sido Mulye E025 86000
05, Pekon Sidsdadi SI0430,00
05, Pekerr Margs Jaye 4.812.850.00
07 Pekon Stka Jaya 5.828.070.00
OB, Pekon Batu Api £.139.380.00
0%, Pekon Fagar Dews S 18295000
I, Pekon Suka Mulys Z.248. 150,00
i3 KECAMATAN BATU KETULIS 65.633.960,00
OF, Pekor &g Mulre J#8.550,00
62 Peken Batu Kebayar 7723 100
03, Pekon Ator Bawang P50, L7000
04, Pakun Campangt Tigs FEEEER00
a5, Pakon Luss 5355 31608
06, Pekon Bakhu 4 7B.200.00
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97, Pekon Way Nglsor

28 Pekon Kby Liket Jaya 5.564.000,00
02 Paion Sumiber Refo SO 5000
10 Pekan Mar K 8.107.970,00
14 KECAMATAN LUMBOX SEMINUNG £.329.156,00
2. Pekon tombok PL2IE.670,00
02, Pekor Heni Arang AT
03. Pekan Suka Banyar 5.607.670,00 |
04, Pekan Lumbok Tiiur £.152.920,00
23, Suka Bandar 13 Rembur 6.117.500.00
06, Pekon Suka Maju e
07, Pakon Ljurg 4.836.660,00
98 Pekan Keagungan 67L.190,00 |
28, Pekon Tawan Suka ks 4. 750 310,00
10. Pekor Pancur Mas TEisis
12, Lambok Selatan R IR 00
15 | KECAMAYAN PANDAR NEGRISUQH ¢ 816, 550,00
01, Pokan Such 75.944.690,00
Q2. Pekon Stimilya 5197.090,00
02, Pokon Bandar Ageay G597 130,00 |
4. Pekon Ringin Jaya 5.721,650,00
25, Pakon Burs Hantata/ 5.655.620,00
06, Pekon Gumnung Rat P
U2, Pekon Fanjung Sed 3,145, 140,00
6. Pekon Hegri Jaye 10.685. 540,00
05, Pefon Tembelang 10.348.530.00
3. Pakon Tr Mekar Jaya 1083570000
TOTAL 5.908.820,00
940.981.570,00
| PRRAY KOORDIHAL
ol o | PARRE
SETDAKAB 1.
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPAT! LAMPUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL : 2108
. Ili. ALOKAS! BESARAN PAGU INDIKATIF RETRIBUS! DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
SEKABUPATEN LARMPUNG BARAT
. No Kecamatan/Pekon Total alokasi Retribusi
1 MWM% 18.292.050,00
Pokor: Kubu Perafr E X3 190,00
* Fekon Padany Caliya LIBE I 00
Pakon Sebarus L2390
Pekon Way Empulaa Ly R2L.253.00
Pekon Gunung Sugh 120385000
Fekon Wates 2.822.900,00
Pekon Padsng Dalom 148497000
Pekon Sukarame LE2L900
Fokon Bahway FEI 3000
Fekon Sedampoh Indsh 4187005
2 | AECAMATAN SUMBER JAYA: 8.347.250,00
Peken Simpangsar 2.528.000,00
Pekor: Sukapaye PELO20,00
Pekon Sindarsy Psgar LERmoRL A
Fekon Sukapura 1.254. 550,00
Pakcon Way Petal LBE3.570,00
3 RECAMATAN BELALALR Y1425 38000
Pekon Kenali 982 4800
Pekon Kejadian 86107000
Pekan Buml Agung LEZE G 00
Pekeon Turgak B 680,00
- Pekort Badiuy 118089000
) FPekor: Sukarame o£.668,020.60
- Pakon Hujurg B20.990.00
. Pekon Serungkuk 81323000
P Pekon Suka Makesr 82055000
" Prdeont Pajor Agurg B8 290 00
4 | RECAMATAN WAY IENONG: 12IX2. 766,00
Fekon Purslaksans 832 700,00
. Pekon Karang Agung 831, 720,00
Pekorn Mutar Kans S5.830,00
Pekor: Tanfungrays S14.850,00
Pekan Sukanardf 81322000
Pekon Sukaraja ' BEE 580,00
Pekon Padang Tambak 221855000
Peiian Tambak Java 98 50,66
S | HECAMATAN SEKINCAU: BIEL 000
Fekon Pampangas P3.200.00
Pekon Waspada 22756000
Rekor Tigafaya LU 27060
Pokon Gham Sukamg 501125000
6 | KECAMATAN SUOH: 253047006
Pekon Suka Marge 1588.950,00
Pekon Sumber Agung 915.990,00
Peken Tugu Retu 8B/ 250.00
__#,_‘ Pakor Banding Agursg 154324000
Fekon Rowa Rejor B384 60
Pekor Side Rejo £32.990.00
» Pekor; Rengin Sur F50.680.62
{ 7 KECAMATAN BATYU BRAK: 13.660.710,60
- ”At“ FPakor Kembabang $37.220.60
) Fekon Negert Rati BE5.650,00
. Pekon Kegeringar 036 360,46
Pekon CunLng Sugin 412820000
~ Pkon Balak $42.086,00
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ir

Pekars Sukabumi

$I2.730,00

Pekon Cango Fe1.64L00
Fekor Kotabest -7 90,0
Fekon Sukaraia 1.392.920,00
Fekon Kerang £00.910.00
Pekon Teba Lickh BEL090.00

8 KECAMATAN SLRAL; IR I67. 17000
Pekon Tarjung Ravy 1541.580.00
Pakan Hanaka L280.850,00
Pekon Buay Meerupz 1.946.690.00
Pelon Tapak Siting B3,300,00
FPekon Jaga Raga L37.180,00
FPekey Pagar Dews 85582000
Prken Suka Midva B51.650, 06
Fakon Bandar Baru &38.190.00
Pakon Burri Jaya B33.750,00
Pakor Toba Pering Raya 5.300.050.00

9 | KECAMAYAN SEDUNG SURIAN: 4. 246.530,00
Fakon Gadung Surlan 43, 300,00
Pokon Pursmelar 845 570,00
Pakan Ciptawaras 818 JKLOE
Pelon Trimulre 880 210,00
Pekon Mekarfava EELE10.00

10| XECAMATAN KEBUN TEBU; 10.512.430,00
Pk Purs JTaya 938, 955, F
Pakon Pura Wirdiar Si8E90.00
Fakon Tribudf Siadr 826,480,009
Fekon Muara Java 1 3i8.730.00
Pekan Muarp Jaya If 298, 740,00
Fekon 1 Bk Msker 7 556,980, 00
Pakan Tugy Mube 1.295. 32000
Pekon Cipta Ml 890.700,00
FPekon Muara Bary $07. 20,60
Pekar Singr Luas LRI 00

11| KECAMATAN AIR HITAM! 13.345,46000
Paton Sitadech 843, 148,26
Fekon Semarang Jaya 1.253.700,00
Fekon Sumber Rlam BRI 0
Pekon Gunung Terang 838 190,00
Pakor Suka Jad! 1.591.580,00
Pekon Srf Menant 211.420.00
Pekon Sinar Jaya LAFL300.00
Pekon Righs Jaya 2.910.116,00
Peken Suka Damat 900, 25,00
FPekon Manggaral 1855258400

12 | AECAMATAN PAGAR DEWA: 11.449.430.00
Pekon Palanys Jaya S26.610.60
Pekorn Busursgan 2725.570,00
Pokont Mekar Satf 3L, 180,80
Pekon Sidormudve 751000
Pekon Sidacadt B3 400.00
Peion Marpa Jaya 834,720,060
Pekon Suka Jaya L5495, 880.00
Pekorn Batu Apf 14.360,00
‘Pekon Pagar Dews 150232000
Fekon Stika Mulya 1.382.180.%

13 | KFECAMATAN BATU KETULIS: IL24T.E06.00
FPeken Argomulye LAL3600,00
Peken Batu Kebayan 295,490,090
Fakan Alar Bawang L&51.630.68
Peskon Camparng Tiod 891, 750,00
Fekon Luas 8267004

4 | Fekon Boktu: SIS0
Pakon Way Ngion 1.398.890.00




Pekon Ketru kel Jaya

5260300
Pekon Sumbar Reje 842 350,00
Pekon Atar Kuway 1.864.650,00
14 | KECAMATAN LUMBOR SEMIMUNG? 14.861.910,00
Fekan Lomshok LE6R. 168,00
Pekion Heof Aoy SOBFSL 00
Peekon Suka Bangar 922.790.00
Pekors Lembak Timur 2316900
Pekan Suka Sanjar JI Ulury Rembun £4.190.00
Pekon Suka Majer S350
Pedeon Uiung 2.691.850,00 |
Fulpn Kexgungan 225852000
Fekorr Towen Siiks Mulya L.876,980.00
Pekon Pancur Mas 47 140,00
Fekon Lomibok Selatan 992.500.00
15| KECAMAYAN BANDAR NESERI SUOH: 13.051.258,00
Pokon Suak S53.500.00
Pekon Srimulve 2743000
Pekor Bandar Agung 889, 150,60
Fedon Ringhn Jaya 595 253,00 |
Prkor Bumf Hantatal 1.564.82008
Pekon Gurung Ratu LE3E 400
Pokon Tanfung Sarf 16EEGAL00
Peion Neger Java 281725000
Pakon Yembelang FOEFF0,00
Pekon 7v Mekar Java 903.510,00
TOTAL 175.528.400,00
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